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Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian terdapat 2 (dua) 
permasalahan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
5.1.1. Dasar filosofi pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI 
dan Keluarga POLRI  
 Anggota POLRI dan keluarganya memperoleh rawatan dan layanan 
kedinasan bantuan hukum dari POLRI membutuhkan sarana untuk memenuhi 
hak konstitusional dan mencapai kesejahteraannya sekaligus merupakan bagian 
dari hak asasi manusia, baik secara yuridis, teoritik dan filosofis. Secara yuridis 
dalam konsiderans Ketentuan Internasional dan beberapa peraturan perundang-
undangan di Indonesia, dari Universal Declaration of Human Rights sampai 
dengan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI adanya asas 
perlindungan hukum, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas persamaan hak 
dan asas penegakkan hukum. Secara teoritik adalah Kepastian hukum harus 
ditegakkan, atau kepastian hukum ditujukan untuk menciptakan keadilan. 
Selanjutnya kepada Anggota POLRI dan keluarga POLRI yang berkaitan dengan 
memperoleh rawatan dan layanan kedinasan bantuan hukum perlu mendapatkan 
perlindungan untuk kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hal ini 
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota POLRI, karena bentuk 
kesejahteraan tidak hanya berdimensi material saja, akan tetapi juga berdimensi 
ketenteraman bathin, ketenangan, dan kepuasan bathin dalam pelaksanaan 
tugas, maka dalam perumusan konsiderans UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang 
POLRI perlu disempurnakan dengan ditambahkan asas kepastian hukum dan 
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asas kemanfaatan. Oleh karena itu, dalam rangka perumusan norma 
memperoleh rawatan dan layanan kedinasan bantuan hukum bagi Anggota 
POLRI dan keluarga POLRI dari POLRI perlu diusulkan konsep dasar-dasar 
filosofis yang lebih jelas dan detail berupa perumusan konsiderans Undang-
Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI di masa 
mendatang, mengandung asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas 
keadilan, asas perlindungan hukum dan asas kesejahteraan.      
5.1.2. Kebijakan formulasi perumusan norma bantuan hukum bagi 
Anggota POLRI dan Keluarga POLRI di masa mendatang    
   Mengingat UU RI No. 2 tahun 2002 tentang POLRI belum mengatur 
tentang bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarganya, maka mereka 
tidak memperoleh rawatan dan layanan kedinasan bantuan hukum dari POLRI, 
hal ini telah menimbulkan dampak yang tidak baik dalam tugas anggota POLRI 
termasuk berpengaruh kepada keluarga POLRI, baik secara yuridis, teoritik, 
historis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis Anggota POLRI dan keluarganya 
tidak memperoleh rawatan dan layanan kedinasan bantuan hukum dari POLRI 
adalah tidak adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum. Secara teoritik 
Anggota POLRI dan keluarganya tidak memperoleh rawatan dan layanan 
kedinasan bantuan hukum dari POLRI yakni tidak ada jaminan kepastian hukum 
untuk mendapatkan keadilan. Secara historis Anggota POLRI dan keluarganya 
tidak memperoleh rawatan dan layanan kedinasan bantuan hukum dari POLRI 
yakni menjadi tidak setara dan terjadi diskriminasi, mengingat sewaktu POLRI 
bagian integral dengan ABRI sudah ada pemberian bantuan hukum. Secara 
sosiologis Anggota POLRI dan keluarganya tidak memperoleh rawatan dan 
layanan kedinasan bantuan hukum dari POLRI adalah tidak memperoleh jaminan 
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kesejahteraan baik kesejahteraan fisik maupun kesejahteraan psikis, maka tidak 
memperoleh ketenangan dalam menghadapi permasalahan hukum. Secara 
filosofis Anggota POLRI dan keluarganya tidak memperoleh rawatan dan layanan 
kedinasan bantuan hukum dari POLRI adalah menimbulkan ketidak adilan dan 
hilangnya pengakuan persamaan di hadapan hukum (equality before the law), 
karena persamaan di hadapan hukum merupakan jaminan untuk memperoleh 
keadilan. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan kebijakan formulasi bantuan 
hukum dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada Anggota POLRI 
dan keluarga POLRI dari tindakan yang tidak memperoleh rawatan dan layanan 
kedinasan bantuan hukum dari POLRI, maka perlu dalam perumusan Norma 
Bantuan Hukum Bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI di masa mendatang, 
penulis mengusulkan untuk menambahkan atau menyisipkan yakni : satu Pasal 
26 A dalam UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI.    
5.2. Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas beberapa hal yang dapat 
diajukan saran adalah sebagai berikut :  
1. Perlu Anggota POLRI dan keluarga POLRI memperoleh rawatan dan 
layanan kedinasan bantuan hukum dari POLRI, berkaitan dengan beban 
tugas Kepolisian yang berat sejak jaman Belanda sampai dengan 
sekarang ini, memelihara keamanan dan ketertibann masyarakat, 
menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. 
Pada waktu POLRI masih bagian integral ABRI untuk pemberian bantuan 
hukum sudah dapat diberikan oleh Lembaga POLRI, walaupun Anggota 
POLRI tunduk kepada Peradilan Militer (seperti anggota TNI-AD, TNI-AL 
dan TNI-AU) sebagaimana diatur dalam UU RI No. 31 Tahun 1997 
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tentang Peradilan Militer. Pasca reformasi kedudukan POLRI tunduk 
kepada Peradilan Umum sebagaimana di atur dalam Pasal 29 ayat (1) UU 
RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, maka untuk kepentingan bantuan 
hukum tetap harus diberikan bantuan hukum sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
2. Perlu penambahan rumusan isi konsiderans UU RI No. 2 Tahun 2002 
tentang POLRI yakni : menambahkan atau menyisipkan pada konsiderans 
huruf b yang substansinya : ”bahwa pemeliharaan keamanann dalam 
negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi 
pemeliharaann keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan 
hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadaa masyarakat 
dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara 
yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia dan jaminan kepastian hukum serta kemanfaatan.  
3. Perlu perubahan pada UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, dalam hal 
ini berkaitan dengan Anggota POLRI dan keluarga POLRI memperoleh 
rawatan dan layanan kedinasan Bantuan Hukum dari POLRI dengan 
menambahkan atau menyisipkan yakni : satu Pasal 26 A dalam UU RI No. 
2 Tahun 2002 tentang POLRI yang substasinya : “Setiap Anggota POLRI 
dan keluarga POLRI berhak memperoleh rawatan dan layanan kedinasan 
Bantuan Hukum di dalam peradilan maupun di luar peradilan”. Hal ini 
dalam rangka perlindungan kepada Anggota POLRI dan keluarga POLRI 
yang menghadapi permasalahan hukum. 
4. Kepada pembentuk Undang-Undang, pemerintah, dan POLRI untuk 
bersinergi agar melakukan perubahan terhadap UU RI No. 2 Tahun 2002 
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tentang POLRI dengan menambahkan atau menyisipkan pada 
konsiderans huruf b dan menambahkan atau menyisipkan yakni : satu 
Pasal 26 A dalam UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI yang 
substasinya : “Setiap Anggota POLRI dan keluarga POLRI berhak 
memperoleh rawatan dan layanan kedinasan Bantuan Hukum di dalam 
peradilan maupun di luar peradilan”. Hal ini memberikan perlindungan 
jaminan kepastian hukum Anggota POLRI dan keluarga POLRI. 
5. Kepada para akademisi dan penegak hukum agar melakukan penelitian 
lanjutan dan memberikan perhatian lebih mengenai inkonsistensi 
pengaturan norma sehingga terjadi ketidaksesuaian secara vertikal 
pengaturan terkait Anggota POLRI dan keluarga POLRI berhak 
memperoleh rawatan dan layanan kedinasan Bantuan Hukum di dalam 
peradilan maupun di luar peradilan, sehingga ke depan pengaturan 
bantuan hukum dari POLRI dapat disesuaikan dengan peraturan 
perundang-undangan. Bentuknya dengan melakukan kajian dan 
penelitian yang berkaitan dengan Anggota POLRI dan keluarga POLRI 
memperoleh rawatan dan layanan kedinasan Bantuan Hukum dari POLRI 
dari berbagai aspek. 
 
 
 
